Artikel Penelitian Dosen Muda:
Ketja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling MenguntungRan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman

Abstrak

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian dosen muda tahun 2006
yang menjelaskan tentang kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman dengan nagari dalam pengelolaan pasarnya.
Pasar nagari memiliki arti penting dalam perkembangan perekonomian di
Sumatera Barat. Pentingnya pasar nagari tercermin sebagai wadah
perekonomian, dari jumlahnya yang lebih banyak (92,3 () dari pasar bukan
nagari serta tersebar di seluruh Sumatera Barat. Selaip- eberadaan pasar
Ngga nagari dan

G @ struktur
yan rwenang

Dijelaskan juga bahwa telah dibentuk —orQanisasi
memfasilitasi pasar nagari, walaupun pada wila @ ; ari@tap dikelola
\ Ralypate ’%

sosial budaya Minangkabau.

secara otonom oleh nagari yang bersang n ng Pariaman
[ Peran organisasi ini adalah
ar. Untuk itu telah
cara pembentukan
komisi dan pengurus pasar nagari dannasa jabatann erintah kabupaten

tidak mencampuri keputusan-keputug i i asing-masing nagari
ra ekonomi pemerintah
adaan pasar nagari, namun

dalam hal pengelolaan pasar naga

kabupaten itu tidak diuntung g

mereka tetap mendanai pemba pasarwagari sebagai bentuk dari : (a)
pengakuan pasar nagari '

bagian dari tugas pemerjnia
masyarakat nagari. Sebggd elah dicantumkan dalam APBD
kabupaten tentang rehgbyitasi gemban pasar nagari dengan cara bekerja

sama dengan nhaga ang bers

keuntungan dari hasi Q namu sama tersebut belum menguntungkan

pemerintah kabup8 Mga dite adanya kerancuan tentang tata cara

penyerahan serdi\teyira antar, desa ke nagari sehingga berimbas pada
QAQéa

pengelolaan%

stru@sial Minangkabau dikenal konsep nagari, yang bukan

dari b inangkabau, mungkin kata Sanskerta nagara. Penduduk

nagax/merupgakankeésatuan sosial budaya, dengan arti mereka mendiami suatu

tempat karena bgrasal dari nenek moyang dan kebudayaan yang sama. Mereka
diikat oleh kehendak hidup bersama, dan patuh pada norma yang sama. Setelah
bersama di satu nagari, penduduk berbagai suku itu menjadi satu perkauman
teritorial dan mempunyai kepentingan yang hampir bersamaan, sehingga timbul
semangat gotong royong dan hidup secara damai. Naim menjelaskan bahwa

nagari diperintah oleh lembaga kepala kampung; seorang di antaranya diangkat
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sebagai kepala (primus inter pares). Tidak ada kaitan formal antara satu nagari
dengan nagari lainnya (otonomi nagari) dan nagari yang satu lepas dari nagari
lain sehingga disebut sebagai republik nagari (Naim, 1979:16).

Suatu nagari mensyaratkan delapan hal (Navis, 1985: 91-94) yaitu :
balairung (ruang pertemuan), termasuk di dalamnya masjid; penduduk berbagai
suku, daerah pusat (korong) dan luar (hinterland); pos keaganan dan informasi,

sistem pertanian dan hukum pewarisan; pengaturan ruks angga, keramaian

dan permainan; pengaturan kematian dan lokasi makany p, lalu lintas dan

tempat mandi. Sebagai komponen nagari, pasar tek 2 sejak nagari.
Pasar nagari yang ramai menjadi kebangg@l yi dit& kan dari

seberapa ekor sapi dipotong pada hari p kin ba api dipotong

berarti semakin besar pasar itu.

Tabel 1. Jumlah Pasar dan nya di/\@tera Barat

/ \Tipe Pasat >
N | Kabupaten / Kota L Nagari Q"/ |Bukan | |
o A-N>B /L@ |Nagari
[ (Kabupaten{ Y/
1. | Pesisir Selatan O, R - N - 2 26
2. | Solok X 8(( - - 47
3. | SwliSijunjung*) M N/ Fidakoada data
4. [ Tanah Datar SR A2 () 1 - 21
5. | Padang Pariamafy, N, 45 YT - - 48
6. | Agam N0y 24 A3 - - 37
7. | Limapuluh K&tanN>~  18{7/0y 18 -- - 36
8. | Pasaman YN\ 39~ 5 - - 44
9. | MentataN_"\_/ Y/ Tidak ada data
JumBh O Q03 | 53 | 1 | 2 259
(20" [ N/ Kota
10 | Pagdhg Uy \/ - - - 7 7
11[Sdlok ~  » — — - 1 1
12 |Sawehy Lunto/ /) - - — 2 2
/¥ rPadarig PapjaRgy -~ - - 1 1
{1 /BARit Tingd( ) - - - 3 3
5 P4yakumRulY/ - - - 2 2
16 | Pariaghdp ) - - - 1 1
Jumldy - - - 17 17
N Total 276

Sumber awal : D. Flud van Giffen dan Emeraldy Chatra., Wanita di Pasar Minangkabau tahun
1990, namun beberapa bagian data telah dimodifikasi sedemikian rupa
Catatan :
*)  Swil berarti Sawah Lunto, Kabupaten ini sekarang telah terbagi menjadi Kabupaten Sawah
Lunto Sijunjung dan Dharmasraya
**) Begitu juga dengan Kabupaten Pasaman sekarang telah menjadi dua kabupaten juga yaitu
Pasaman (Timur) dan Pasaman Barat
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Peran pasar nagari penting dalam perekonomian dan infrastruktur di
Sumatera Barat. Pentingnya pasar nagari tercermin sebagai wadah
perekonomian nagari yang paling penting, jumlahnya lebih banyak dari pada
pasar bukan nagari, dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat,
seperti tabel yang tercantum pada halaman sebelumnya.

Dari tabel itu diketahui bahwa jumlah pasar tipe A adgdah 203 (74,3 %) dari

total jumlah pasar di Sumatera Barat. Bila pasar tip n B dijumlahkan

(karena keduanya sama-sama pasar nagari), maka
256 unit (92,3 %) dari pasar yang ada di Sumaters @ adala

Juga dapat dikatakan bahwa lokasi perekonQmjaN Sy
bertumpu pada pasar nagari yang te ar te
dimungkinkan adanya kerjasama antar naga\( day flengan pemé&rintah kabupaten
dalam pengelolaan pasar nagari di k aten. E@jumlah pasar itu
menggambarkan pentingnya perhati ng lebih b@rhadap pasar nagari
ini. Apalagi mengantisipasi pem u U tahun 1999 tentang

berarti terdapat

Jr nagari.
tera Bdarat masih

Selain itu,

Pemerintahan Daerah yang f: i~ keleld
otonomi dan menggali pot€psigaeraly. SelairNjtu, pasar mempunyai fungsi sosial
ekonomi, politis dan ke a agi pe %k Minangkabau karena menjadi

ciri penting yang melek

ranta ang walaupun mereka berasal dari

keluarga petani, nam aha dal ang perdagangan.

Dalam rangk nfaatka@omi daerah tersebut, khususnya untuk
pemerintaha e@masya umatera Barat memilih kembali ke sistem
pemerintaha%i. Sebag%angkah awal, Pemerintah Propinsi Sumatera
Barat ber@engan ewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi telah

r . 9 Fahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan

dasar hukum itu, maka secara yuridis formal semakin

°
@
c 9
5
o @
o
(]
(@]

u gari untuk mengembangkan potensi sumber daya yang

untuk meng pasar nagari secara otonom dan membuka kesempatan yang

Q ri tersebut. Peluang ini ditafsirkan sebagai kesempatan
lebih luas untuk menjalin kemitraan antara berbagai stakeholders di antaranya
bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertimbangan mereka,
nagarilah memiliki pasar itu. Sementara bagi pemerintah kabupaten/kota, walau

bagaimanapun mereka yang diberi wewenang mengatur wilayahnya.
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Walaupun secara yuridis formal masing-masing berdasarkan ketentuan
resmi, namun hal ini dapat memancing terjadinya kesalahpahaman. Pada
akhirnya, bila masalah ini dibiarkan, tanpa penyelesaiannya, maka dikhawatirkan
akan muncul ekses-ekses otonomi daerah. Padahal nagari mempunyai banyak
keterbatasan mengelola pasar. Keterbatasan itu terlihat dari kondisi umum pasar
nagari yang jelek (bangunan pasar, jalan dalam pasar, prasagana kebersihan dan

ik antara sesama

pengaturan lalu lintas serta limbah pasar), sangat rawa

an pasar.

rizont vertikal
tersebut, maka sebelum diberlakukannya oton W/ Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat telah mengeluarkan SK 103 %85 tentang
matera Barat?” Penetapan SK
didasarkan pada kecenderungan waktu—itu dim@lerjadinya gejolak

akuan SK Gubernur

tersebut, masalah pengelolaan pds agari dapai™\dicarikan pemecahannya.

pengelolaan pasar nagari. Diharap

Diterbitkannya SK Gubernur '@?a'
n

pengelolaan pasar nagari DY

untuk kepentingan yang i

juga telah mengeluarka i q

1981 tentang Pedom sanaan%%a:’engelolaan Pasar Nagari. SK Bupati
itu setalah beb{@ un ke@n menjadi salah satu pertimbangan

n deng tapkannya Peraturan Daerah No. 02 tahun

(consideran)/seh
rintah @gari. Sebagai tindak lanjut, maka Perda itu

uh lagi qalafy Peraturan Dearh Kabupaten Padang Pariaman

TentangPengelolaan Pasar.
d%tidak semua kabupaten/kota memiliki pasar yang

a sen bagai contoh, tidak terdapat satupun pasar di Kabupaten
Pa Parigms ik Pemerintah Kabupaten. Hal ini mengakibatkan di satu

sisi kabupateQ” {{dak dapat menarik retribusi pasar sebagai bagian dari terobosan

peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), padahal memiliki pasar terbanyak
jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat (tabel 1.
sebelumnya). Namun di sisi lain nagari juga tidak diuntungkan karena belum
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Pemerintah daerah dalam pengelolaan

pasar.

Oleh : Drs. Ardi Abbas MT
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas 2006



Artikel Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling MenguntungRan (Win-Win
Solution) di Kabupaten Padang Pariaman

KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR NAGARI

Di Kabupaten Padang Pariaman tidak terdapat satupun pasar yang
dikelola oleh pemerintah kabupaten. Namun dalam rangka mengefektifkan
langkah pengelolaan pasar yang terdapat se Kabupaten Padang Pariaman,
maka tetap perlu dibentuk organisasi yang bertugas untuk menangani masalah

pasar dan perparkiran dengan nama Kantor Dinas Pasay dan Perparkiran

Kabupaten Padang Pariaman. Kantor pasar ini dibentuk

a. bahwa pasar sebagai sarana ekonomi masyaraka dikelara baik
untuk kepentingan ekonomi masyarakat sun._Ontuk  pergembangan
pasar itu sendiri

X
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi ddn efeRjifitas sehin!:a pasar mampu

memenuhi fungsinya sebagai sarana omi m@kat dan memberi
manfaat untuk daerah, dan seter - T @

Atas pertimbangan itu, ma@ark %uran Daerah Kabupaten
<

anya ad
1. Adanya pembagian sar y itentukan oleh kondisi fisik pasar

tersebut, sehingg mpaxnanya t elas pasar 1, 1A, 1l, lll dan IV
2. Diakuinya kebepadatn’pasar nagariyang dianggap sebagai aset nagari yang

pengoperasi

pyrtimbangan :

Padang Pariaman No. 34 tah B Tentan ngelolaan Pasar dinyatakan

beberapa ketentuan pokok df

Pemban

Pariamg
3. Tata§ % gutand yetoran retribusi pasar

i pene atas peraturan daerah tersebut, maka Bupati Padang

and mean SK No. 368 /KEP/BPP - 2003 tentang Petunjuk

Pemntuk i dan Pengurus Pasar Nagari di Kabupaten Padang
CRERD

Pariaman. B pa hal yang dijelaskan dalam SK itu seperti :

a. Komisi dan Pengurus Pasar A Nagari dibentuk oleh Wali Nagari dan BPAN
bersama LAN nagari yang bersangkutan dengan masa kerja komisi selama

5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah

Oleh : Drs. Ardi Abbas MT
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas 2006



Artikel Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling MenguntungRan (Win-Win
Solution) di Kabupaten Padang Pariaman

b. Komisi dan Pengurus Pasar B Nagari dibentuk oleh Camat bersama
dengan Wali Nagari, BPAN dan LAN yang bersangkutan dengan masa kerja
dan aturan lainnya, sama dengan pasar A nagari.

c. Jumlah anggota komisi pasar maksimal 5 (lima ) orang

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten di atas dijelaskan tugas

pokok dari Kepala Dinas Pasar dan Perparkiran yaitu dalsm rangka membantu

Bupati dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pasac_dglam Kabupaten

Pengelola pasar merupakan suatu badap”yaro\ieydiri dmisi dan
pengurus pasar. Komisi pasar telah ada ertam%sar berdiri,

yang dipilih dan ditetapkan melalui musypwarah/¥AN (Kerapatan Adat Nagari).

Padang Pariaman.

Walaupun dipilih secara berkala, dan su a ket tentang lamanya
masa jabatan, namun dari data la an tidak a ran yang mengatur
pergiliran antar anggota KAN. Ini ahwa ada ketentuan tentang

komisi pasar yang lama dapat ' bali h diganti semuanya. Komisi
pasar bertugas menyusun@ ga pengeluaransdan penerimaan pasar setiap
tahunnya. Pada akhir ,u dipert%ungjawabkan laporan keuangan

yang dibuat oleh komisi pasartefsebut dpan pengurus KAN masing-masing

nagari.

Komisi pasar/bertugds seb@erencana sekaligus sebagai pengawas
jalannya pengel¢ n data lapangan memperlihatkan bahwa

pasar.@
komisi pasa enjalan% gsinya tersebut karena tugas-tugas itu tidak
dipahami aik. @ rcermin dari, umpamanya, pasar tidak punya
anggar p patan engeluaran pasar dan tidak pernah diadakan

gelola%sar secara terjadwal. Faktor lemahnya potensi sumber
organisasi pengelola tidak berjalan sebagaimana

pRsar m
se camat yang ditunjuk sebagai ketua komisi juga tidak
mampu me akkan anggota komisi yang lain untuk menjalankan tugasnya.
Penelitian™ yang dilakukan oleh Syatria (2002:44-46) membantu
menjelaskan tentang pengelolaan pasar di Kabupaten Agam khususnya di Pasar
Palupuh, Palembayan, dan Baso. Dari pengelolaan Pasar Palupuh diketahui
bahwa pengelolaan pasar dilaksanakan oleh Kepala pasar yang dibantu oleh

sekretaris, bendahara dan petugas pasar. Pengurus pasar dipilih dan diusulkan

6
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oleh Komisi Pasar untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan
Adat Nagari Pasia Laweh. Awalnya pengelola Pasar Palembayan adalah komisi
pasarnya yang ditetapkan oleh KAN Koto Palembayan. Namun setelah
diberikannya Kredit Inpres untuk pembangunan pasar dan sesuai dengan
Peraturan Daerah no 5 tahun 1986 tentang Pengelolaan, Penempatan dan

Penyewaan Pasar Inpres di Kabupaten Agam, maka Camat karena jabatannya

ditunjuk sebagai Ketua Komisi Pasar, sedangkan angg isi pasar lainnya

tuk ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya tidak ada pembagian kerja

Kegiatan pengelolaan pasar ini tidak pernah dip Rgfa abkag> eh Komisi

Pasar kepada KAN IV Koto Palembayan, 2 gahnya r%a gnggungjawab
in

komisi dan karena tidak mampunya KAN (ngm

gota K pasar ini.

tanggungjawab komisi karena

lemahnya daya tawar mereka akibat kuatnya nan bir@, saat aturan pasar
ditetapkan oleh pemerintah (Camat damatau Bu a@ingga pengelola dan
KAN terpaksa mengikutinya. Pasar alah % rikat yang pengelolanya
ada pada komisi pasar yang dip@lh can@akil ketua dan anggota terdiri
dari perwakilan KAN yang(B S yang dipilih~¥3 tahun sekali oleh masing-
masing KAN pemilik pa% %

Dari tabel 1 sea : ahui bahwa di Kabupaten Padang
Pariaman ini terda 4 Unit pas terdiri dari tipe A sebanyak 45 unit, dan
terdapat 3 unit @e B.
didasarkan % 1990 u, namun belum terdapat perubahan berarti
terhadap ¢gta “yarg te@n:g< dalam tabel tersebut. Jumlah pasar nagari
seba ah m an jumlah pasar yang paling banyak bila

ny
diban&w dengaiy jOmlah pasar lain (baik pasar nagari maupun bukan pasar

yang ter abupaten/kota se Sumatera Barat.
ecar tratif pemerintahan, Kabupaten Padang Pariaman telah
dibagi menja ta Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan

Pariaman Tengah, Pariaman Utara dan Pariaman Selatan yang sebelumnya
menjadi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sejak tahun 2003 ini telah resmi
menjadi bagian dari Kota Pariaman. Kota Pariaman telah memiliki pasar baru
yang dibangun oleh swasta, selain pasar syarikat yang terdapat di Kecamatan

Pariaman Tengah. Seperti penjelasan dalam tabel 1 sebelumnya, sampai
7
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sekarangpun baik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun Kota

Pariaman belum memiliki pasar tersendiri.

Sedangkan pasar tipe A dan B lainnya, masih dikelola oleh nagari masing-
masing. Bila pasar nagari tersebut telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman dalam bentuk rehabilitasi pembangunan pasarnya, maka

Padang Pariaman : 60 % dari total ke n un@merintah

%aten, maka
I, 40 % lainnya

untuk Pemerintah Kabupaten.

Namun dalam pelaksanaanny, pasa @yang telah difasilitasi
oleh Pemerintah Kabupaten mau ifasilitasi, belum dapat

O
Q)
«
o 9
3 3

diterapkan pembagian keuntung a ng telah dijalin kerja sama

antara Pemerintah Kabup

adang ariaman dengan nagari tersebut.
Masalahnya karena pas@ endiri empunyai Komisi dan pengurus
pasar yang mampu m @ an be sama yang telah dijalin itu. Di sisi

lain ada pertimban a Pemeyi abupaten bahwa mereka ditugaskan

untuk melayani e ingga dari 13 pasar nagari se Kabupaten

tersebut belum juga diterapkan pembagian

bantuan Pemerintah untuk pasar nagari ini telah

datang ini juga telah dianggarkan dana dengan jumlah yang sama juga untuk 4
unit pasar nagari lain yang juga akan dbantu oleh Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman untuk merehabitasinya. Tindakan tersebut dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten itu didasari atas pertimbangan yaitu :
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a. Adanya pengakuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
terhadap keberadaan pasar nagari sebagai salah satu perwujudan
dari otonomi nagari yang menjiwai Undang-Undang no. 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga penerapan dari
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000
Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan NagQri, serta Peraturan

Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. un 2002 Tentang

Pemerintahan Nagari

b.  Merupakan tugas Pemerintah Kabupated I@g Pa sebagai
“public service” terhadap masyar@ g i dala% pengertian
melayani kepentingan umum ik yang @@jl wewenang

tugasnya.

Dengan demikian, walaupun cara ekonomk @erintah Kabupaten

Padang Pariaman belum diuntu r%
rehabilitasi pasar nagari, namunAmdg ters mefupakan salah satu tugas
Pemerintah Kabupaten Pa@‘ng an.

Masalah lain yan m
a

Pariaman adalah belupt eyl nar% a baik serah terima aset sewaktu
Pemerintahan “bere P% an ‘“bernagari”. Akibatnya masih

sar nagari di Kabupaten Padang

rlihatkan adanya ketidaktaatan terhadap

S yang
at nagarj @snya tentang pengelolaan pasarnya. Pasar
nag dikelola oleh perangkat nagari --- termasuk

@Nagari, LAN (Lembaga Adat Nagari), BMASN

ah. Ditemukan kasus di Kabupaten Padang Pariaman

(@ rangari diambilalih oleh wali nagari dan stafnya saja dalam
< n sar/ nagari. Padahal pengelolaan pasar nagari seharusnya
melibatkan k pihak, dan tidak cukup hanya wali nagari dan stafnya saja.
Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Dinas Pasar dan
Perparkiran hal ini menjadi suatu masalah mengingat bila hanya wali nagari dan
stafnya saja jelas akan menimbulkan masalah yaitu terlalu besarnya wewenang

mereka. Hal ini memicu sentimen nagari di tingkat horizontal bernagari. Keluhan

Dinas Kabupaten itu, adalah setelah wali nagari diangkat dan dilantik sebagai
9
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wali nagari, maka mereka melupakan ketaatannya pada Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman.

Menyikapi hal ini, maka Dinas Pasar dan Perparkiran Kabupaten Padang
Pariaman telah menetapkan sebuah langkah maju dengan membuat suatu
Petunjuk Teknis Tentang Penetapan Petunjuk Pembentukan Komisi dan
Pengurus Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. 368 /KEP/BPP-
2003 melalui Keputusan Bupati Padang Pariam
Keputusan Bupati tersebut didasari atas perti @ ba v@uk lebih
tertibnya dan lancarnya pengelolaan Pasar-Pass i pe tetapkan

@ Kabupaten

apkannya Surat

di antaranya adalah :

a. Komisi Pasar N i Ad oleh Wali Nagari dan
BPAN bersama ari ysangkutan

b. Komisi Pa@a @tipe B dibenttik oleh Camat bersama Wali
Nagari dag/ ersama nagari yang bersangkutan

c. jumlah omisi maksimal 5 (lima)) orang. Komisi

dan @5 pasa%@ri mempunyai masa kerja selama 5
ing d

an d@lipilih kembali berdasarkan musyawarah

Diha

administyas| aan pasar nagari yang terdapat di Kabupaten

eng@%\ya penetapan petunjuk ini masalah mis

pat diselesaikan. Penyelesaian masalah di tingkat

secepatnya dilakukan mengingat bahwa masalah-

masy. rakat
dalam bentukkezemburuan, ketidaksenangan, dan saling curiga antar kelompok-

kelompok masyarakat itu. Berhubung karena penetapan aturannya di Kabupaten
Padang Pariaman telah ditetapkan, maka secepatnya perlu disosialisasikan

pada masyarakat nagari khususnya dalam hal pengelolaan pasar nagari ini.
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Masalah di tingkat horizontal lainnya yang terjadi dalam pengelolaan pasar
nagari di Kabupaten Padang Pariaman adalah masalah lokasi/status tanah
pasar nagari. Ada saling gugat antar kemenakan dalam suatu kaum terhadap
keberadaan status tanah pasar nagari. Sekedar mengingatkan, bahwa status
tanah pasar nagari dalam struktur sosial budaya masyarakat Minangkabau

dikenal ada 3 (tiga) yaitu : a). Tanah nagari, b). Tanal\ kaum/suku dan c).

[@t s tan@ar nagari
biasanya terjadi pada tanah pasar nagari yang djaks{ sebagai tan um/suku.

Masing-masing kelompok suku yang sama (kia§ erup@n dari suku
tersebut) meminta bagiannya terhadap ntunggn yang didqpatkan dari hasil
pasar nagari. Pada awal penyerahan tana kepad@ari untuk dijadikan

an tanahnya akan

Ganggam bauntuak.

Persengketaan antara anak kemenakan terhade

lokasi pasar telah dijelaskan bahwa _syku yang me

mendapat sejumlah bagian dari

S
Masalahnya kemudian berkepa sed nYrupa ketika penghulu
penandatangan penyeraha@ta a@J u kepad ari tersebut telah meninggal

a
sehingga anak kemenakan ing bereb@ terhadap keuntungan dari pasar
nagari yang akan dis pa @ /suku tersebut. Masing-masing
kelompok anak kemerasa akan untung dari pasar nagari itu.
Akibatnya terjadi a enggu hadap kepemilikkan tanah suku yang
diserahkan pada@ntuk dij pasar. Kasus perdata ini sampai berlarut-
larut di ant% akan %a ahkan telah sampai ke tingkat Pengadilan
Pad

Negeri KaBupate @
Pengadig ggi Propi umatera Barat, dan bahkan menurut informasi

asar yang akan didirikan.

riaman, juga telah sampai kasusnya pada
terakb diaj untuk dimintai penyelesaiannya di tingkat Mahkamah
p an p gari di Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan

awan konflik baik vertikal maupun horizontal. Kasus perdata

gtatus tanah pasar nagari itu misalnya terjadi di Pasar A Nagari

. Apapur@ apun putusan Mahkamah Agung, tetap saja masalah

kecenderu

terhadap lokas

Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung.

Padahal kebutuhan untuk pasar nagari yang leih baik dan nyaman bagi

pembeli lebih diutamakan dari pada harus berkutat dengan konflik seperti itu

ang kadangkala berkepanjangan. Bila dicermati lebih dalam, dalam setia
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penyerahan tanah suku/kaum kepada nagari untuk dijadikan pasar nagari selalu
dinyatakan bahwa pemilik tanah (kaum/suku) tetap akan mempermasalahkan
status tanah pasar nagari sepanjang dipergunakan untuk pasar nagari. Hal ini
perlu disadari oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mencari jalan

damai demi kepentingan masyarakat yang berbelanja pada pasar nagari itu.

Atau tidak terbaginya untung dari pasar itu oleh komiskaau pengurus pasar

kepada kemenakan yang berhak menerimanya, juga { pemicu konflik

y belum jelasqya siapa
yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasatn i sewerjadinya
perubahan status Pemerintahan terenda atera khususnya
e nggari
n

dalam pengelolaan pasar nagari. Hal ini terkait dg

Kabupaten Padang Pariaman dari des . Masih gifemukan adanya
kewenangan yang besar dari pihak pe da isi pasar untuk

mengambil porsi lebih banyak dari keuntungan p agari untuk bukan

kepentingan nagari. Hal ini perlu
ditetapkan dalam peraturan BupgtPs (o] Pan | atas.

Pengelola Pasar Na@ri upaten Paddng Pariaman telah berhasil
melakukan beberapa k@erﬁ pe(%aan terhadap jumlah pedagang,

membuat tempat tambah pedaga aki lima, menertibkan dan mengatur

pedagang agar tida ' konfli%nberikan pelayanan keamanan dan
apa

oleh n sebagaimana yang

segera menyelesa{ bila t konflik, memungut biaya pasar, dan
mengatur p samp elah hari pasar. Semua kegiatan itu
merupakan pr -progran@ arian yang dilakukan oleh komisi pasar.
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